. SALINAN

BUPATl KARANGANYAR

| | | |
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR o
o NOMOR 107 TAHUN 2021 gy
, : TENTANG L

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
i DENG}%N 3RAHMAT TUHAN'YANG MAHA ESA

I

|| BUPATI KARANGANVAR,

Menlmbang ) a _::bakllwa urusan pemenntahan b1dang l1ngkungan hxdup, },
A _b1dang kehutanan, dan b1dang pekerjaan umum danb |
| = penataan ruang sub. urusan persampahan dllaksanakan‘ "
o oleh Dlnas L1ngkungan Hldup, |
b bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
Pex{nermtahan Daerah maka perlu diatur struktur tugas'
- dan fungs1, serta tata kerja
v c . "bahWa berdasarkan : pertlmbangan - sebagalmana
Sl dlmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
:   ~-’: ;;‘E'Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
‘j':l“;lfOrgamsaSI’ _'I‘ugas dan Fung81 serta Tata KerJa Dlnas
o :, _‘,‘;. "';j"fLm}gungan H1dup, | IR N RN P
g Mengingat L ,'""Undang—Undang Nomor 13 ; Tahuh' 1950 'éent’éng o
BTN T N 'Pembentukan Daerah daerah Kabupaten “dalam
ngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah ‘ |

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanghl

‘vPemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk .

o Indonema Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran
= Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebageumana
telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
"Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C1pta Kerja

!
~i,.
|
|




|

|
_(Lerrllbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo\nes1a Nomor 6573);

.- 3. Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Rephblik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diub‘ah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Norﬁor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lerﬁbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Norﬂor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402); -

4. Pera]turan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahl'm 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
‘ Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
NorAdr 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kar.anganyar Nomor ;16 Tahun 2016 tentang'
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

v Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113),
| MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA |

DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
| |

|

1  BABI

- KETENTUAN UMUM
‘ o Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
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11.

|
§

kPemerintahv Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah - yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan
DTewan . Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam
pjenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
k?ewenangan Daerah. |

S?ekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat

ljaerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah

‘ yéng bertugas mengoofdinasikan Perangkat Daerah.

DZinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat

QLH adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

ﬁrusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang

|

: kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataah
- ~ .
ruang sub urusan persampahan di Daerah.

' Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah

DLH.

: Pérlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

\ ,
selanjutnya disingkat dengan PPLH adalah upaya

p{erlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ufnit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur teknis operasional dan/ atau unsur

t?knis penunjang tertentu DLH.

Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok jabatan yang
|

berlsl fungs1 dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungswnal yang berdasarkan pada keahhan dan

keterampllan tertentu.

Subkoordmator adalah pejabat fungsional ahli muda

'yang diberikan tugas dan fung31 koordinasi serta

|

pengelolaan keglatan sesuai bldang tugasnya dalam

suatu satuan kerja sebagalmana diatur peraturan -

' perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja

1r}stans1




DLH

BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI h ‘

Pasal 2
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekrétaris Daerah.

|

Pasal‘ 3

1 .

(1) Susunan organ1sa31 DLH terdiri dari:

o P

B Y « SO o S o S———

Kepala Dinas;

.. Sekretariat membawahkan'

1. Subbagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsmnal v

" Bidang Penataan - dan Penaatan PPLH,
membawahkan kelompok Jabatan Fungsional,

. -Bidang  Pengendalian Pencemaran Kerusakan

Lingkungan Hidup, membawahkan:
1. Kepala Seksi Kehutanan dan Pehgendalian
Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan  Sampah, Limbah dan
Pengembangan Kapasitas, membawahkan kelompok
-Jabatan Fungsional; '

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Bagan susunan organisasi DLH sebagaimana tercantum
dalam ‘Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|
7
;
|
P

|
j

BAB III
" TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesétu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hldup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan Bupati.

|

.



Pasal 5

Dalarq melaksanakan tugaé sebagaimana dimaksud dalam-

Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pe}umusan kebijakan di bidang lingkungan hidup,
kehutanan pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub
' b1dang persampahan serta kesekretariatan;

b. pe‘laksanaan koordinasi »kebuakan di bidang lingkungan
hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan
ralfyat sub bidang persampahan , :

c. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hldup,
kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub
b1dang persampahan

d. pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan di bidang
llngkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan
perumahan rakyat sub bidang persampahan; , ,

- e. fpel\aksanaan evaluasi dan pelaporan di | bidang
'lin’gkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan
pe%umahan rakyat sub l?idang persampahan;
pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

g. -pengendahan penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fuﬁgsinya.

‘ Bagian Kedua

Pasal 6
| ; :
(1) Sel‘{retariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Sekretariat

aye?t (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala
Dinas. ‘
(2) Sekrgtariat dipimpin olgh Sekretaris, berada di bawah

da1\:a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

N ‘ Pasal 7
Sekret;aris mempunyai tugas melakukan perencanaan
perum\usan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan
ketatausahaan, hukum, keuangan aset, kerumahtanggaan,
'kerJaséma kearsipan, dokumen, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan

adm1n1stra31



Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

, Pasal 7. Sekretaris mempunyai fung51

a.
b.

pengoordmasmn kegiatan;
|

péngoordinasian dan penyusunan rencana dan program
kerja;

pembinaan dan pembefian dukungan administrasi yang

rﬂeliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

‘ kéuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan

v rﬁasyarakat arsip dan dokumentasi;

|

pengoordmasmn tatalaksana

| pengoord1nas1an dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,;
péngoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian
Ii"ltern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;

Qenyelenggaraan pengelolaan' barang milik/kekayaan
]‘?aerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
;;elaksanaa’n‘monitorihg, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

p‘elaksanaan “tugas’ lain  sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

(1)

\ : ' Pasal 9
Subbag1an Umum sebagaimana dimaksud dalam
lTasal 3 ayat (1) -huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala

Subbaglan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

. kepada Sekretaris.

(2)

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada
%yat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan
b’ahan perumusan, ~pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan,' cvaluasi serta pelaporan meliputi

P ~ ‘
pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,

_hukum kehumasan, ketatalaksanaan, keorgan1sa31an

kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan

pelayanan administrasi DLH.




Bagian Ketiga

| Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
| | |
i' o Pasal 10

(1) Bir‘:lang Penataan dan Penaatan PPLH merupakan unsur
pelaksana Penataan dan Penaatan PPLH.

(2) Bldang Penataan dan Penaatan PPLH d1p1mp1n oleh
Kepala Bidang, berada d1 bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

o
} : . Pasal 11

Kepala Bldang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas

perun\lusan konsep dan pelaksanaan  kebijakan,
pengkoordlnasmn pemantauan, evaluasi dan pelaporan

|

penataan, penaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
| o Pasal 12

Dalarﬂ melaksanékan tugas sebagaimana dimaksud dalam -

Pasal \11 Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

mempunya1 fungsi:

a. ‘penyusunan kebljakan tekms perencanaan dan kajlan
dampak 11ngkungan, penyelesaian - sengketa dan
pell'legakan hukum lingkungan; | |

b. peliaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan
dah kajian dampak lingkungan, penyelesaian Vsengketa
dan penegakan hukum lingkungan; ‘

c. pelaksanaan kebijakan teknis pcrencanaan dan kajlan
dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan
per)egakah hukum lingkungan; | '

d. perinanatauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis
pér\:encanaa dan  kajian dampak lingkungan,
perflyelesaian sengketa dan penegakan hukum
lingkungan; dan R

e. peléksanaan' tugas lain sesuai dengan tugas dan

furigsinya. :

|

|



Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan

Hidup

Pasal 13 |
(1) Bidang Pengendaliétn Pencemaran  Kerusakan

|

Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana

Pt’engendahan Pencemaran Kerusakan Lingkungan |
H1dup ‘

2) B1dang Pengendalian Pencemaran Kerusakan
Llngkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada

d‘l bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dlnas

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan

‘ Pasal 14

Lingicungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat_i (2) mempunyai tugas perumusan konsep dan
pela}i<sanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,
evahjlasi dan pelaporan' pengendalian penéemaran

kerusakan lingkungan hidup;

o Pasal 15 ;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam
PaSa‘l 14, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
Kerusakan Lingkungan Hldup, mempunyai fungs1 ,

-a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian
,pencemaran kerusakan dan pemeliharaan llngkungan
h1dup, ; o

b. | pelaksanaan koordma81 kebijakan teknis pengendalian _ )

I‘)encemaran kerusakan dan pemeliharaan lingkungan
hidup;

c. pelaksanaan kebijakan teknis.  pengendalian

pencemaran kerusakan dan pemehharaan lmgkungan

h1dup,




i
|

d. pelmantaUan, ‘evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis
pe“ngendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan
lingkungan hidup; dan '

e. peiaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
ful"lgsinya. |
[ : ' Pasal 16
(1) Se;ksi Kehutanan dan Pe'ngendalian Kerusakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud = dalam
| Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Kepala
Sek31 yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala pengembangan kapasitas

(3) Kerusakan L1ngkungan Hidup sebagaimana d1maksud
pada ayat (1) mempunya1 tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaah,
pémantauan, evaluasi dan pelaporan kehutanan dan

Pejngendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah'dan Pengembangan
B  Pasal 17 |
(1) ]?:idang‘; Pengelolaan ~ Sampah, ~ Limbah  dan

Bagian Kelima

Kapasitas

Pengembangan Kapasitas mérupakan unsur pelaksana

Piengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan
Kapasitas.

(2) éidwg Pengelolaan ~ Sampah, Limbah dan
Pehgembangén Kapasifas dipimpin oleh Kepala Bidang,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
D1nas
|
\ ' | Pasal 18

‘Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, " Limbah dan

Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam

.Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas perumusan konsep

|

dan' pelaksahaan kebijakan,  pengkoordinasian, -
‘:



pemantauan, evaluasi.. serta pelaporan meliputi

penetapan bidang kehutanan, pengelolaan sampah,
pengelolaan limbah, pengembangan kapasitas lingkungan
hidu;jp dan penghargaan lirigkungan hidup.
| Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
‘Paéai 18, Kepala Bidaﬁg Péngelolaan Sampah, Limbah dan
Pengembangan Kapasitas, mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis bldang kehutanan,
pengelolaan sampah dan limbah;
b. p‘elaksanaan koordinasi  kebijakan teknis bidang
kehtanan, pengelolaan sampah dan limbah;
o pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan, pengelolaan

sampah dan limbah;

d. Qemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang

~ kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah; dan
e. éelaksanaan‘ tugas lain sesuai dengan tugas‘davn
fungsinya. ’
,
| Bagian Keenam
| ; UPTD
| :
| Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tLZlgas teknis penunjang pada DLH dapat dibentuk UPTD.
(2) Ui”I‘D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala UPTD yang berada d1 bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ‘
- (3) KFtentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD
di;atur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
| Bagian Ketujuh
i Kelompok Jabatan Fungsional
|
v o Pasal 21
(1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan berada dibawah dan

bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang / Sekretaris.
!
l




(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

§ Pasal 22

(1) ‘Ke)flompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga
fungsmnal yang terbag1 dalam kelompok sesuai dengan
b1dang keahliannya.

(2) Je.ms dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
di#naksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan
perundang-undangan.

|
! Pasal 23

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk
Subkoordmator, paling banyak 3 (tlga) dalam 1 (satu)
sekretarlat /bidang .

2) J qnls dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati
a‘éas usulan dari Kepala Dinas. |

i ' Pasal 24

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung

Jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbaglan /Kepala Seksi

dan/ atau Kepala Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang

Jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaanv

' tugas Jabatan Fungsional.

!
% BAB 1V
| TATA KERJA
S | .

| Pasal 25 |
‘Kepailaf Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
urus:a_m pemérinﬁahan képada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

; . Pasal 26 _
: Kepa{la Dinas membuat usulan analisis jabatah; peta
jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, Standar
Komjpetensi Jabatan kepada Bupati.

|

|

|

I

\




J
l
|
] : Pasal 27
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sﬁbbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam
) mlelaksanakan tugas menerapkan pr1n31p koordinasi,
1ntegras1 dan sinkronisasi. L
-(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala_
' Subbaglan, Kepala Seksi ‘dan Kepala UPTD dalam
melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,
pengorgamsaman pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(3) K¢pa1a Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sﬁbbagian,  Kepala ' Seksi dan  Kepala UPTD
melaksanakan Sistem Pengendahan Intern Pemerintah
(SPIP)

i

| ,
‘ Pasal 28
Kepaia Dinas bertanggung jawab memimpin,

| ) :
mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan.
j : .

% Pasal 29

Kepa}a Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan
dan jmengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengén ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Pasal 30

Kepaia Dinas Wajib menyampaikan laporan berkala tepdt
pada waktunya.
]
| | Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib
melakukan koordinasi dengan Camat.

| :

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
(1) PeJabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
| Bupatl ini  tetap menduduki ‘jabatannya - dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

|
|
|




|
|
|
|

(2) PeJabat pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduki = jabatannya dan
m?elaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
jai)atan fungsional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,

(3) Pé.:jabat pelaksana sebagaimana dimaksud = . pada

| ayat (2) bertanggung jawab kepada pe_]abat administrasi
d1 atasnya.

| |

g o - BABVI |

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

DLH ldalam melaksanakanr urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat
koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan
" pelalT‘:sanaan tugas dan fungsi masing-masing. -
|
' Pasal 34
Keter‘jltuan lebih - lanjut mengenai uraian tugas setiap
jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

| ST

BAB VII

|

\ ,
: 'KETENTUAN PENUTUP
\ |

\

. Pasal 35 _

- Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku, Peraturan
Bupat1 Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Orgamsa51 Tugas, Fungsi dan Tata
Kerjq Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten |
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106), dicabut -dan‘
dinyatakan tidak berlaku.

o

|




|
|
J
|
|
|
L
|

e Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
| diunde:mgkan.' :

|
Agar ‘ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya -

dalaml‘ Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

|
H .

Ditetapkan di Karanganyar

|

|

! " pada tanggal 31 Desember 2021

\

l BUPATI KARANGANYAR,

| ttd

| JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desembcler 2021

|
SEKRETARIS DAERAH K'ABUPATEN KARANGANYAR,
ttd

SUTARNO

! ﬂj’ﬂ

E'] e lrr




»y 'LAMPIRAN
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN lFUNGSI

'SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP -

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
'DINAS LINGKUNGAN HIDUP

UPTD

‘Kepala Dinas
Sekretariat
]
]
Subbagian - Kelompok In
- Umum ' Jabatan Fungsional ~ {1_]|
T i
I I
Bidang - Bidang : Bidang Pengelolaan Sampah,
Penataan dan Penaatan PPLH Pengendalian Pencemaran - .Limbah dan Pengembangan
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